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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN GUDERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 903/ 24 /3-BPKAD /2020
TENTANG

FENETAPAN FEJABAT FENCGINA ANGUARAN/FENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDALIARA
PENGRLUARAN PADA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimhang ©d. bahwa dalam rangka pelaksanoun  tu fgas  dan
kewenangannya  sebagai penanggung jawab atas
terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan

Kenangan Daerah, meaka dipandang perlu untulk
menunjulk Pejnbat Pengelola,

b, bahwa mereka yang nama dan/atuu jabatannya
sebagaimana  tercantum  dalam keputusan  ind
dipandang mampu dun cakap untuk melaksanakan
tugas dan kewcnangannva sebagaims=ns dimaksud
pada Kepufoaan ini:

¢, hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebaguimans
dimaksud pada huruf a dan hurul b, maka perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
tentang I'¢jabar Pengeloln Keuanpgan Daerah Pads
IDinas Pariwisata Provinal Kallmantan Ulara Tahun
Anggaran 2020,

Mengingea co 1o Undang-Undang Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentong
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulblile
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesin Nomor 42806);

2, Undang-Undang Nomor 15 Tabiunm 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keunngan  Negara (Lembaran  Neparn Republilk
Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulian Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahuan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



o

L

10.

11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tenteng
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tanbahan Lembaran Negaa Republilk Indonesia
Nomer 3362);

Undang-Undang Nomor ny Tahun £0l4 lenling
pernerintahan Daerah (Lembaran Nogara Republil
Indonesia  Tohun 2017 Nomor 244, Tambahal
lembaran Negara Republik Tncdonesia. Nomor 3587)
gchagaimana  telah diubah beberapa kali teralkdir
dengan Undang-Undang  Nomwor g Tubun 2015
tentany, Perubahun Kedua Atas WUndang-lndang
Namor 23 Tabhun 2014 (Lembaran Negara Republik
indoneain  Tahun 72015 Nomor 58, Tambahan
Lemberan Negars Republile indonesia Nomor 567 uy;

Undang Undang  Nemor 20 Tahun 2019 tentang
Anggaran Nendapatan dan Belanja Negora Taliun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Repu blik Indonusia
Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negard
Republiic indonesia Nomor 6187);

- )
peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Siandar Aluntansi Pemerintuhian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik tudonesia
Nomor 53165);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentonp
Tata Curs Pelaksanaon Anggaran Pedapatan  dan
Belanja Negara.

Peraturan DPresiden Nomor 16 Tahun 2018 fenlang
Pengadaan Barang, [Jasa Pe merintah.

Peraturan Daerah Kalimantan Ulata Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimanian Uara Tehun 2019 Nomor 15).

pPeraluran CGubernur Nomor . 48 Tahun 2019 tenlanf
Penjubaran  Anggaran Pendapatan  dan Belurjs
Dacrah Tahun Anggaran 2020.



Memperhatikan

Menetaploan
KEBATU

KEDIA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Surat kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 556/1907DISPAR Tanggal 26 Desember 2019
prihal Pengusulan Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah
Pada SKFD Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  Pejabat Pengguna  Angguran /Pungguna
Barang, Lkuwsa Pengouna  Anpparan /Kuasa Pengyuna
Barang  Dan  Benduhuara Pengeluaran  Pada  Dinag
Pariwisata  Provinsi Kalimantan U tara Tahun Anggaran
2020 dengan susundn yang selengkapnya sebagaimana
tercantum dalam L&l’l’l])il"ﬂl‘_l Keputusan inj,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan
pelaksanaan  pengelolaan kevangan kepada Guhernur
melalul Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara:

Pejabil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawahnya wajib  berpedoman pada Ketentuan
Peraturan Peru ndang-undangan vang berlalku.

Segala Diava vang berkaitan dengan ditetapleannyn
keputusan ini dibebunkan pada DPA Dinas Pariwisatu
Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal 2 Januar s.d.
31 Descanber 2020 dengan ketantuan apahila dikemudian
lar terdapat  kekesliruan dalam penctapannya alian
diperbaiki schagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tunj ung Selor

Salinan sesual dengan aslinya, pada tanggal 30 Desember 2019

PIL Kepala Badan Pengelola Keuangan GUBERNUR KALIMANTAN [ITARA,
Dan Aset Dacrah
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Denny Havianto, SE. MM

Nip, 197804325°200212 1 009

e, f

Tembusan;

IRIANTO LAMBRIR

1. Gubernur Kalimantan Utara

2. Inspeliur Provinsi Kalimantan Utara,

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah,
4. Masing-masing yang hersangkutun.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR: 903/ 24 /3-BPKAD/2020
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGRLIJARAN
PADA DNINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAITUN ANGGARAN 2020

NAMA/NIR/PANGKAT/
GOLONGAN RUANG

 NO.

JARATAN

-

IABATAN DALAM
PENGELOLAAN

1 Irs Ahmad Haivani, MM, MT
i NP 19a20826 199205 1 000
Pembina Utama Madya  1v/d

Fahrul Rafi, .Pd, S
NIP, L9GROGLE 198909 1 002
Pambinag TET IV/b

o
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3. | Indra Multazam, 5E
NIP. 19881125 201101 2 005
Penara Muda 1l/a

salinan sesual dengan aslinya,

DL, Ki’:‘i.‘iﬁiﬁ Badan Penpelols Keuangan

Dian Ascet Therait

Denny Harianto, SE. MM
Mip. 'E';)?&QBZS 200212 1009
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Kepala Dinas Pariwisata

Pengguna
Anpgaran/Rarang

Sekrataris Dinas
Pariwlsata

Kuasa Pengguna
Anpparan/Rarany

Palaksana pada Dindgs
Pariwisata

Bendabara
Penpeluaran

GUHBERNUR KALIMANTAN TITARA

IRIANTO LAMBRIE

KEUANGAN DATRALT




